
PEMERINTAII I{ABUPATEN BOLAANG MONGOT,IDOW

DINAS PENDIDIKAN
Jl. MolosiDg Desa MotabaDg Kec. Lotak Ilode pos 95761

KEPUTUSAI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
I(ABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NoMoR I 98 tD.ottDtKt2ot6

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 BOLIIAIIG
DESA LANGAGOIT II KECAMA,TAI BOLAANG

KABUPATEN BOLAIII{G MONGONDOW PROVIITSI SULAWESI UTARA

I{EPAI,A DIITAS PENDIDII{AN I(ABUPATEIT BOLAANG MO GOITDOW,

Menimbang : a.

b.

c,

Mengingat : 1.

2

4.

5.

6.

bah$.a dalam ralgka mencerdaskal kehidupar.r bangsa
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sekolah sebagai u'ahana belajar para sis$.a dan siswi agar mcnjadi
manusia yang berimal dal bertakwa kepada Tuhan Yang Mair:r
Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mardiri, dan mcniadi
warga Negara yalg Demokratis serta bertanggungja..vab dalam
mendukung penyelen6garaan Pendrdikan Nasional;

balna dalam ralgka peningkatan pendidikan bagi iulusan
SLTP/MTs di Kecamatan Bolaarg dan sekita.nya, maka dcngari
adalya SMK Negeri 1 Bolaalg adalah untuk menainpung sisq,a
SLTP/MTs dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbaogan sebagaimana dirnaksrlcl pacrr,
hurul a dan hurul b di a'a s. ocrlu d il^.. pkar d, nci, n <LFu, u\ r.

Undarlg-Undang Rcpublik Indoncsia Nomor 29 Tahun 1959 ientirng
Pembcntukan Daerah-Daerah Tjngkat II di Sulau.esr ilcatbara.
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 1822);

Undarg-Undang Republik Indonesia Nomor )5 Tahun 2O0O tentang
Program Pcmbanguna n Na sional,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun 2003 tcniang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesLa
Tahun 2003 Nomo. 78, Tambahan Lembaran Negara Repubiili
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 9 'fa.hun 20C9 tentang
Badan Hukum Pendidikan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tcnt.lng
Pernbentukan Peraturan Pemndalg-Undangan (LembaJan Negara
Republik Indoncsia Tat.run 2011 liomor 82, Tambahal Lcmbara]1
Negara Republjk Inclonesia Nomor 52341;

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 19 Tahxu 2005
tcntang Standar Nasionai Pendidikan (kmbaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahai l,embaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimaia telah diubah dengarl
Paraturan Pemerintalr Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 1g.Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomo):
5410);

Peraturan Pemerintai Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20107.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

8. Peratural Menteri Pendidikal dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Penrbahan, dan PenutuPal-l
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

MEMUTUSKAN:

Membenkan Izin Operasional pada SMK Negeri 1 Boiaallg di
lingkunqan Dinas Pendidikan Kabllpaten Bolaang Mongondot'-

Izin operasional SMK Negen 1 Bolaang tersebut sebagajnra.a
dimaksud pada drktum KESATU, bcrlahu sepanjaoq lrremenuhi semuzr
ketentuan-ketenLuan yang berlaku.

Biaya yang tlmbul akibat dikeluarhannya Kcputusan inl dibcbanl<an
pada SMK Negeri 1 Bolaang yang sah dan tidak mcngikat'

Keputusan lni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denE:an
ketentuan al<an diadakan perubahan sebagaimana mestinl,'a jika di
kemudian hari terdapat kekeliruar.

KETIGA

KEEMPAT

DitetapkaD di Lolak
pada tanggal, 16 Jailiw8f,i 2016

PEI{DIDIXAN
MONGOI{DOW

Tembusan Yth.
Dirjen Dikmen Kementerian Pcndidikan
Bupati Bolaang Mongondow di Lolak;
Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo*' di Lolak;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sularvesi Utara di Manado;
Arsip.

1.

2.
3.
4.
5.

NOIiODONGAN
ure*l mupa

1985021007
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